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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

lo. 0190 /0/1979 |

tentang

Peregeriun Sekolah
MENTRERI PENDIDIVAN DAN KEBUDAYAAN,

a. bahwa terd:pat79 (tujuh pulch saislan)sckolah swasta/Pemdadi
beberapa  propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan

b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat se~
tempat schingga junlah calon yang masuk sekolah-sekolah
tersebut culcup besar;

¢, bahwa adonya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat
untuk menmbantu usaha sekolah-sckoiah pada sub aj

d. bahwa semua syarat penegerian selolah telah dipenuhi;

e. bahwa berhubunz dengan hal-hal tersebut di atas di - : :
pandang perlu menegerilun sekolah—soi olah tersebut pada : i
sub a. |

a. Keputusan Presiden Republik Indonegia:

1+ Nos 73/M tahun 1672;
2. No. 44 tahun 1974;
Fo-No, 45 tahun 1974
4o No. 59/M tahun 1978;
b No. 14 tahun 1979;

b. Keputusan Menteri Pendicdilian dan Kebudayaan:

1. tanggal 17 April- 1975 No. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Surat Menteri Megara Penertiban Aparatur Nogara tanggal - ..»
22 Agusius 1979 No.B-874/1/UEUPAN/8/T9.

NEMNUTUB K AN ;

gekolah nege.d yvang nama serts lokasinya sebhagaimana terse—
but dalam Lampiran Keputusan ini,

Menugaskan lkepade para Kepala Sekolah dari sekolah—sekolah
swasta tersebut pada kolom 4 Laupiran Keputusan ini untuk
melaksanakan perubshan status ak:bat penegerian tersebut
pada pasal "Pertams" di bawah pengawasan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidilan dan Kebudayaan di Propinsi
seteupat,

Biaya untul: keperlusn pelaksansan Keputusan ini untuk tiap—
tiap Propinsi dibebankan pads mata anggaran sebagaimana ter—
sebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini,

dari Angraran Pend-natan dan Belanja Departemen Pendidilan

dan Kebudiyasn tahun 1979/1980 dan untuk tahun—tahun selanjut—
nya pads mata anggaran yang scloras dengan itu,

dengan ketontuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari
sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.,

Keempats seevece®




Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusen ini akan diatur lebih
lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tangzal ditetapkan dan berlsku
surut terhitung mulai tanggal 1 April 1€79,

Ditetap.an di Jakarta
pada tangerl | § Maret 1979

MENTERT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYALN
a.n.b,
Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

( Te Umar A1i )
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ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,

2. Sekretariat Kabinet,

3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,

5. Senua Menteri,

6, Semua Menteri Muda,

7. Sekjen. Dep. P dan K.,

8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,

9. Ketua BPZK pada Dep. P dan K.,

10. Semua Dirjen. dalan lingkungan Dep. P dan K.,

11. Scmua Sekretaris Ditjen.,Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K.,

12, Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehalkiman,

13, Semua Dircktorat, Biro, Pusat, Inspektur den P.N. dalam llngk Dep.P dan X.,
14, Badan Pemercksa Keuangsn.,

15 D; itjen. Anggaran,

16, Ditjen. Pajalk,

7. Semug Kantor Perbend-haraan Negara,

18. Badan Administrasi Fepagnwalan Negara,

19. Somua Gubernuyr/Kepala Dacrah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kentor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
2Vs 7~|‘Jpca i/fepala Daorah Tinskat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Adminisirasi Negara,

23, Biro Pusat Statistik,

24. BAPPENAS,

G b= BT

26. Ketua TPR-RI,

27, Komisi IX DPR-RI,

28+ Kepala Sekolah yang berswagkutan.

Sulln:n gesual dengan aslinya
nyusunan Rancangan
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